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[bookmark: _Toc201057309][bookmark: _Toc210996869]A. Pengaturan Hukum Terkait Pertanggungjawaban Pidana Perangkat Desa Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pelayanan Publik 
Indonesia, perangkat desa memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan administrasi desa, yang meliputi pengelolaan keuangan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan. 
Namun, sebagai bagian dari sistem pemerintahan, perangkat desa juga tidak luput dari potensi terlibat dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan administrasi desa. Penipuan administrasi desa biasanya melibatkan pemalsuan data atau dokumen untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini bisa mencakup penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa dalam pengelolaan anggaran desa, manipulasi data penerima bantuan sosial, atau bahkan dalam pemalsuan dokumen administratif lainnya yang berdampak pada kerugian negara maupun masyarakat.
Penipuan administrasi desa bisa memiliki dampak serius bagi masyarakat desa, karena dapat merusak kepercayaan terhadap pemerintahan desa serta menimbulkan kerugian baik material maupun moral bagi warga.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan :


Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu m:uslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Berdasarkan Pasal 263 KUHP :	
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana subjek hukum wajib menanggung beban yang berupa pidana sebagai akibat perbuatan yang melanggar hukum. Pengertian pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, perbuatan pidana menunjukkan pada sifat perbuatan, yaitu sifat yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar.
Orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila syarat-syarat pertanggungjawaban yang ditentukan tidak dipenuhi. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad bahwa :[footnoteRef:1] [1:  Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, Hlm 153.] 

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, ia dapat dipidana, bila tindakan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.
Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah proses hukum yang diterapkan untuk menilai apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya yang melanggar hukum. Dalam konteks perangkat desa, yang merupakan aparatur pemerintahan di tingkat desa, pertanggungjawaban pidana dapat terjadi apabila mereka melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan dalam administrasi desa. Penipuan yang dilakukan oleh perangkat desa dapat berupa manipulasi atau pemalsuan dokumen administrasi desa, penyalahgunaan wewenang, atau penggelapan dana desa.
Perangkat desa, dalam kaitannya dengan hukum pidana, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk penipuan dalam konteks administrasi desa. Menurut hukum Indonesia, perangkat desa yang berbuat pidana dapat dikenakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa hukuman penjara, denda, maupun sanksi lainnya.[footnoteRef:2] [2:  Sidiq, D, “Tindak Pidana Penipuan dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 1, 2018, Hln. 92. ] 

Tindak pidana penipuan administrasi desa pada umumnya merujuk pada pemalsuan atau manipulasi dokumen atau data yang digunakan dalam administrasi desa, yang pada akhirnya merugikan negara atau masyarakat. Dalam hal ini, terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi perangkat desa yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.[footnoteRef:3] [3:  Yulianto, E, “Peran Pengawas dalam Mencegah Korupsi di Tingkat Desa”, Jirnal Ilmu Pemerintahan, Vol 25, No. 2, 2019, Hlm. 131] 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengelabui orang lain, yang mengakibatkan kerugian pada orang tersebut, dapat dihukum penjara paling lama empat tahun. Dalam konteks perangkat desa, tindakan penipuan yang melibatkan manipulasi dokumen administrasi desa atau penggunaan anggaran desa untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.
Dalam konteks perangkat desa, tindakan penipuan administrasi desa dapat terjadi ketika perangkat desa dengan sengaja mengelabui pihak lain (misalnya masyarakat desa, pemerintah, atau instansi terkait) untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, perangkat desa dapat memalsukan data penerima bantuan sosial, atau bahkan memanipulasi laporan anggaran desa yang berhubungan dengan dana yang diperuntukkan bagi pembangunan desa atau program lainnya. Jika terbukti melakukan hal ini, maka perangkat desa tersebut dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
Pasal 263 KUHP juga mengatur tentang pemalsuan surat, di mana setiap orang yang dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dapat dihukum. Apabila perangkat desa melakukan pemalsuan dokumen administrasi desa atau surat-surat yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa, mereka dapat dikenakan pasal ini.
Jika perangkat desa terlibat dalam pemalsuan dokumen administrasi desa, seperti dokumen yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, atau pemalsuan surat pernyataan yang terkait dengan proyek pembangunan, mereka bisa dikenakan pasal ini. Pemalsuan dokumen untuk keuntungan pribadi atau kelompok, atau manipulasi anggaran dengan tujuan mengalihkan dana desa, jelas merupakan tindak pidana yang menguntungkan diri sendiri dengan cara yang tidak sah.
Misalnya, seorang perangkat desa yang memanipulasi data penerima bantuan sosial agar dirinya atau orang terdekatnya mendapatkan bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat lain, atau seorang perangkat desa yang memalsukan dokumen anggaran pembangunan desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka mereka dapat dijerat dengan Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 263 tentang pemalsuan surat.
Bagi perangkat desa yang terbukti melakukan penipuan atau pemalsuan dokumen administrasi, sanksi yang dihadapi bisa cukup berat. Dalam hal penipuan, mereka bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal empat tahun, sedangkan jika terbukti melakukan pemalsuan surat, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara lebih lama sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP. 
Selain itu, jika perbuatan tersebut terkait dengan penyalahgunaan dana desa, perangkat desa bisa dikenakan hukuman lebih berat berdasarkan ketentuan dalam UU Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, perangkat desa yang terlibat dalam penipuan atau pemalsuan dokumen administrasi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan administrasi desa.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Desa, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tugas, fungsi, serta kewenangan perangkat desa dalam administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal terdapat dugaan penipuan yang melibatkan pengelolaan administrasi desa, maka perangkat desa bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam undang-undang ini, yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan keuangan desa.

a. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa 
Perangkat desa memiliki tugas penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa, yang mencakup berbagai hal terkait administrasi desa, termasuk pengelolaan data penduduk, laporan keuangan, hingga pengelolaan anggaran untuk pembangunan dan program sosial lainnya. Beberapa tugas utama perangkat desa diatur dalam Pasal 7 UU Desa, yang antara lain mencakup: 
1) Mengelola administrasi desa yang terdiri dari data kependudukan, keuangan, dan kegiatan pembangunan. 
2) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pemerintahan desa. Menyusun dan melaksanakan peraturan desa yang disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
3) Melakukan penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan desa.
b. Pengelolaan Keuangan Desa 
Perangkat desa, khususnya Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan, memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini diatur dalam Pasal 80 UU Desa, yang mengatur tentang kewenangan perangkat desa untuk merencanakan, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perangkat desa harus mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam hal perangkat desa melakukan tindakan yang melanggar hukum, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan atau administrasi desa, mereka bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Desa serta peraturan perundang-undangan lainnya. Jika terdapat dugaan penipuan dalam administrasi desa, berikut adalah beberapa ketentuan yang dapat diterapkan berdasarkan UU Desa: 
1. Penyalahgunaan Wewenang Pasal 92 UU Desa mengatur bahwa perangkat desa harus menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional dan akuntabel. Setiap penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat desa atau negara, termasuk penipuan atau manipulasi dokumen, dapat dijerat dengan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Pengelolaan Keuangan Desa yang Tidak Sah Pasal 96 UU Desa menekankan kewajiban perangkat desa untuk menggunakan dana desa dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyalahgunaan atau penipuan yang melibatkan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi, seperti misalnya memanipulasi anggaran atau mencairkan dana untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dapat berujung pada sanksi administratif atau bahkan sanksi pidana, apabila terbukti melanggar hukum.
Penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana penipuan yang terkait dengan administrasi atau keuangan desa, maka mereka dapat dijerat dengan sanksi-sanksi berikut:[footnoteRef:4]  [4:  Putra, B. Pencegahan Korupsi dan Penipuan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Negara, Vol 114 dan No4.] 

a. Sanksi Administratif: Pemberhentian dari jabatan perangkat desa. 
b. Sanksi Pidana: Penuntutan hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika tindakannya merugikan negara atau masyarakat dalam skala besar.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tugas, kewenangan, dan kewajiban perangkat desa dalam administrasi serta pengelolaan keuangan desa. Jika terdapat penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana penipuan yang melibatkan perangkat desa, baik dalam administrasi maupun pengelolaan dana desa, maka perangkat desa dapat dijerat dengan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan UU Desa dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.[footnoteRef:5] [5:  Rochmat, M.” Hukum Keuangan Desa dan Implementasinya dalam Pemerintahan Desa”, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016. ] 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan anggaran desa atau penipuan yang menyebabkan kerugian negara, termasuk dalam pengelolaan dana desa, dapat dikenakan hukum berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perangkat desa yang terbukti melakukan penipuan yang berakibat pada kerugian negara, seperti penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi, dapat dijerat dengan pasal-pasal korupsi dalam undang-undang ini, dengan ancaman pidana yang lebih berat.
Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, seperti pemanfaatan dana negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan juga penipuan yang merugikan negara. Dalam konteks desa, hal ini dapat terjadi ketika perangkat desa memanipulasi pengelolaan dana desa untuk kepentingan pribadi atau mengalihkan dana tersebut untuk tujuan yang tidak sah.
Penipuan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Jika perangkat desa terbukti melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian negara, seperti penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi, mereka dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam UU Tipikor. Dalam hal ini, penyalahgunaan anggaran atau dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan desa atau program sosial yang lainnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi.
Pasal-Pasal UU Tipikor yang Relevan untuk Perangkat Desa Beberapa pasal yang dapat diterapkan terhadap perangkat desa yang terbukti melakukan penipuan atau penyalahgunaan dana desa sesuai dengan UU Tipikor, antara lain: 
a. Pasal 2 (1): Pasal ini mengatur tentang perbuatan korupsi yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara. Jika perangkat desa dengan sengaja mengalihkan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok, mereka dapat dijerat dengan pasal ini karena menyebabkan kerugian negara. 
b. Pasal 3: Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian negara. Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau manipulasi anggaran desa dapat dijerat dengan pasal ini. 
c. Pasal 8: Pasal ini juga mengatur tentang pemberian atau penerimaan gratifikasi yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pidana korupsi. Jika perangkat desa menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apa
4. Pertanggungjawaban Pidana Perangkat Desa
Dalam hal pertanggungjawaban pidana, perangkat desa yang terlibat dalam tindak pidana penipuan administrasi desa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana baik secara perorangan maupun kolektif, tergantung pada sejauh mana keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut. 
a. Pertanggungjawaban Pidana Perorangan Setiap perangkat desa yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam administrasi desa akan dipertanggungjawabkan secara pribadi. Mereka dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan pasal penipuan (Pasal 378 KUHP), pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP), atau tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).
b. Pertanggungjawaban Pidana Kolektif Selain itu, apabila penipuan administrasi desa dilakukan oleh lebih dari satu orang atau melibatkan perangkat desa lainnya, maka mereka semua bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana secara kolektif. Hal ini mengingat bahwa setiap tindakan yang merugikan masyarakat atau negara berpotensi untuk menimbulkan akibat hukum yang lebih luas. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan bisa mencakup denda atau hukuman penjara.
Pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana perangkat desa dalam tindak pidana penipuan administrasi desa di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Desa, hingga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perangkat desa yang terbukti terlibat dalam penipuan administrasi desa dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi desa sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.




[bookmark: _Toc210996870][bookmark: _Toc201057310]B. Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pelayanan Publik Administrasi Desa Yang Dapat Melibatkan Perangkat Desa Sebagai Pelaku
Administrasi desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pencatatan berbagai data kependudukan dan aset desa. Namun, dalam praktiknya, administrasi desa tidak selalu berjalan dengan transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan administrasi yang melibatkan perangkat desa sebagai pelaku.
Pemalsuan dokumen pelayanan publik di desa bukan hanya berdampak pada individu yang dirugikan, tetapi juga mengganggu integritas sistem pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi desa. 
Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk manipulasi seperti pembuatan dokumen fiktif, perubahan isi dokumen resmi, penggunaan stempel dan tanda tangan palsu, hingga pengubahan data kependudukan maupun pertanahan secara ilegal. Tindak pidana semacam ini sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan internal, adanya peluang korupsi, serta minimnya pemahaman hukum dari aparat desa yang bersangkutan.
Tindak pidana penipuan dalam administrasi desa merupakan perbuatan yang melibatkan manipulasi atau pemalsuan data, dokumen, atau informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Perangkat desa sebagai aparat pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran desa, menyusun laporan keuangan, dan melaksanakan program pembangunan. Oleh karena itu, mereka bisa terlibat dalam tindak pidana penipuan administrasi desa, yang dapat mencakup berbagai bentuk kejahatan administratif dan penggelapan dana yang berujung pada kerugian negara atau masyarakat. 
Beberapa kasus menunjukkan bahwa perangkat desa dapat menjadi pelaku utama atau turut serta dalam kejahatan pemalsuan dokumen dengan cara bekerja sama dengan pihak luar demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemalsuan surat keterangan tidak mampu untuk memperoleh bantuan sosial, manipulasi dokumen pertanahan untuk mengalihkan hak milik, serta pemalsuan dokumen waris merupakan contoh kasus nyata yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap bentuk-bentuk tindak pidana ini sangat penting sebagai langkah awal dalam upaya penanggulangan dan pencegahannya.[footnoteRef:6] [6:  Komisi Pemberantasan Korupsi. Modul Pendidikan Anti Korupsi untuk Perangkat Desa. Jakarta: KPK, 2020] 

Administrasi desa memiliki peran krusial dalam mendukung kelancaran tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan, pencatatan kependudukan, serta pelaksanaan program pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi desa sangat diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam realitasnya, masih sering ditemukan berbagai penyimpangan dalam administrasi desa yang berujung pada tindak pidana, salah satunya adalah penipuan administrasi yang dilakukan oleh perangkat desa.
Pelayanan publik di tingkat desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perangkat desa memiliki peran penting dalam mengelola administrasi publik. Namun, tidak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum perangkat desa yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dapat merugikan masyarakat dan menghambat proses pembangunan desa.
[bookmark: _Toc201057311][bookmark: _Toc210996871]1. Pemalsuan Surat Keterangan atau Dokumen Administratif Desa
Pemalsuan surat keterangan atau dokumen administratif desa melibatkan manipulasi atau pembuatan surat palsu, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan domisili, atau surat keterangan lainnya. Perangkat desa yang terlibat dapat menandatangani dokumen tanpa prosedur yang sah, menggunakan cap resmi desa tanpa izin, atau mengubah isi dokumen untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Contoh kasus terjadi di Kabupaten Blora, di mana Kepala Desa Kentong dituntut karena diduga memalsukan SK pengurus Rukun Tetangga untuk pengisian perangkat desa[footnoteRef:7] [7:  P., Amelia Ladi. "Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/PN.Slmn)." E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.] 

Tindak pidana penipuan administrasi desa yang melibatkan perangkat desa dapat dilihat dari beberapa bentuk yang sering terjadi dalam praktik pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai beberapa bentuk tindak pidana penipuan administrasi desa yang dapat melibatkan perangkat desa:[footnoteRef:8] [8:  Supomo, B, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2021.] 

1. Pemalsuan Dokumen Administrasi Desa
Pemalsuan dokumen administrasi desa adalah salah satu bentuk penipuan yang paling sering terjadi dalam pengelolaan administrasi desa. Pemalsuan dokumen ini bisa berupa pembuatan atau perubahan data yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti:
a. Pemalsuan dokumen pertanggungjawaban anggaran desa: Perangkat desa dapat membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, misalnya, menyajikan pengeluaran yang tidak pernah terjadi atau menggelembungkan nilai anggaran. 
b. Pemalsuan surat keputusan atau surat permohonan: Dalam beberapa kasus, perangkat desa bisa memalsukan surat keputusan yang berkaitan dengan pengalokasian dana desa atau pengadaan barang dan jasa. 
Pemalsuan dokumen ini bisa dilakukan untuk tujuan pribadi atau untuk kepentingan kelompok tertentu, yang pada gilirannya merugikan negara dan masyarakat. Misalnya, perangkat desa dapat membuat laporan keuangan yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya untuk menutupi penyalahgunaan atau penggelapan dana. 
Menurut Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, tindakan ini dapat dijerat dengan pidana penjara hingga enam tahun, apabila terbukti bahwa dokumen yang dipalsukan tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.
2. Penggelapan Dana Desa
Penggelapan dana desa merupakan salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa bisa diselewengkan oleh perangkat desa untuk kepentingan pribadi. Penggelapan dana desa ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti: 
a. Penyalahgunaan anggaran proyek desa: Misalnya, perangkat desa mengalihkan sebagian anggaran proyek desa untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga program yang seharusnya dilakukan tidak terlaksana dengan baik atau tidak terlaksana sama sekali. 
b. Pencairan dana fiktif: Dalam beberapa kasus, perangkat desa dapat mencairkan dana yang seharusnya digunakan untuk program tertentu, namun dana tersebut malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. 
Tindak pidana penggelapan dana ini dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang penggelapan, di mana siapa pun yang dengan sengaja menyalahgunakan dana yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana penjara.
3. Penipuan dalam Proyek Pembangunan Desa
Tindak pidana penipuan administrasi desa juga dapat terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa. Dalam hal ini, perangkat desa sebagai pelaksana proyek atau pengelola dana desa bisa terlibat dalam penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, seperti:
a. Penipuan dalam pengadaan barang dan jasa: Perangkat desa yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek pembangunan desa dapat melakukan penipuan dengan cara memilih vendor atau kontraktor yang memberikan suap atau gratifikasi kepada mereka. Proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, tetapi tetap dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. 
b. Penyalahgunaan alokasi dana pembangunan: Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik desa, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum, malah digunakan untuk tujuan pribadi. Misalnya, perangkat desa mencairkan dana untuk pembangunan jalan, tetapi pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan atau dikerjakan dengan kualitas yang sangat rendah. Penipuan semacam ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, di mana pelaku yang dengan sengaja mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan pidana.
4. Penyalahgunaan Program Pemerintah
Program pemerintah yang disalurkan melalui desa sering kali menjadi sasaran penipuan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh nyata adalah penyalahgunaan program bantuan sosial atau bantuan langsung tunai yang seharusnya disalurkan kepada warga desa yang membutuhkan. Program-program ini bertujuan untuk membantu masyarakat desa yang kurang mampu atau terdampak bencana alam. 
Namun, dalam beberapa kasus, perangkat desa yang memiliki kewenangan dalam distribusi bantuan sosial atau program lainnya dapat memanipulasi data penerima bantuan untuk menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Misalnya, perangkat desa dapat memalsukan daftar penerima bantuan agar keluarga atau kerabatnya yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan, malah menerima bantuan tersebut. Selain itu, ada kemungkinan bahwa perangkat desa mencairkan bantuan yang seharusnya diterima oleh warga miskin untuk kepentingan pribadi, dengan menyalahgunakan wewenang dan mencairkan dana untuk dirinya sendiri. 
Sanksi Hukum: Penyalahgunaan program bantuan ini dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jika ditemukan adanya pengalihan dana atau manipulasi data. Selain itu, jika terjadi kecurangan dalam program sosial, perangkat desa juga dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana sesuai dengan regulasi yang ada.
5. Kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Perangkat Desa
Pemilihan kepala desa atau perangkat desa adalah momen penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Proses pemilihan ini biasanya melibatkan pemungutan suara yang diatur oleh perangkat desa yang bertugas sebagai penyelenggara. Namun, dalam beberapa kasus, perangkat desa yang terlibat dalam administrasi pemilihan dapat melakukan kecurangan, seperti memalsukan hasil suara atau mengubah data pemilih. 
Salah satu contoh kecurangan adalah manipulasi hasil suara, di mana perangkat desa yang bertugas menghitung suara dapat mengubah angka hasil perhitungan untuk memenangkan calon yang dikehendakinya. Selain itu, perangkat desa yang bertugas sebagai panitia pemilihan bisa saja mendiskualifikasi pemilih yang sah, atau mengabaikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam proses pemilihan. Praktik semacam ini merusak prinsip demokrasi dan dapat menyebabkan terpilihnya kepala desa atau perangkat desa yang tidak sah.[footnoteRef:9] [9:  Zulkarnain, S. “Penipuan Administrasi Desa dan Implikasinya pada Pembangunan Desa”, Jirnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 9, No. 1, 2019, Hlm. 45. ] 

[bookmark: _Toc210996872][bookmark: _Toc201057312]2. Pemalsuan Data dalam Buku Administrasi Kependudukan dan Tanah
Perangkat desa juga dapat terlibat dalam pemalsuan data penduduk atau kepemilikan tanah dalam buku administrasi. Tindakan ini meliputi memasukkan nama fiktif dalam daftar penduduk atau mengubah data hak milik atas tanah. Motivasi di balik tindakan ini seringkali terkait dengan upaya penguasaan lahan secara ilegal atau penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan tertentu. Studi kasus di Deli Serdang menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen tanah dapat melibatkan perangkat desa dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.[footnoteRef:10] [10:  Sori Muda, Abdul Hakim, M Yamin Lubis, and Mustamam. "Analisis Yuridis Pemalsuan Dokumen Tanah di Deli Serdang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN.Lbp)." Jurnal Meta Hukum, 2023.] 


Sebagai aparat pemerintahan di tingkat desa, perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan administrasi yang transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, lemahnya sistem pengawasan, minimnya pemahaman hukum, serta adanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu sering kali menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana penipuan administrasi desa. 
Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai bentuk tindak pidana penipuan administrasi yang dapat melibatkan perangkat desa sebagai pelaku, agar dapat diambil langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif.
Seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat, peluang untuk terjadinya tindak pidana penipuan administrasi desa semakin besar. Banyak kasus yang mengungkap keterlibatan perangkat desa dalam berbagai bentuk penipuan administrasi, baik yang dilakukan secara individu maupun secara sistematis dengan melibatkan beberapa pihak lainnya. Oleh karena itu, memahami bentuk-bentuk tindak pidana penipuan administrasi desa sangatlah penting agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat lebih waspada serta mengambil langkah pencegahan yang tepat.





[bookmark: _Toc210996873][bookmark: _Toc201057313]3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pelayanan Publik Administrasi Desa Oleh Perangkat Desa Dan Upaya Pencegahannya 
Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terendah. Pelayanan publik di desa meliputi berbagai bentuk administrasi seperti penerbitan surat keterangan domisili, surat keterangan tidak mampu, surat waris, pengurusan data kependudukan, hingga dokumen pertanahan. Dalam prosesnya, perangkat desa memegang peranan penting sebagai pelaksana langsung pelayanan tersebut. Oleh karena itu, integritas dan profesionalitas perangkat desa menjadi faktor krusial dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang jujur, adil, dan akuntabel.[footnoteRef:11] [11:  Abadi, Putra Jun. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pemilu. UNJA, 2024.] 

Sayangnya, dalam praktiknya tidak sedikit ditemukan kasus penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa, salah satunya dalam bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa. 
Pemalsuan dokumen pelayanan publik dapat mencakup tindakan membuat surat keterangan palsu, mengubah isi dokumen resmi, memalsukan tanda tangan atau cap desa, hingga manipulasi data dalam sistem administrasi desa. Dalam banyak kasus, tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau demi kepentingan pihak tertentu, baik atas dasar ekonomi maupun politik.
Administrasi desa merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, yang mencakup pengelolaan anggaran, pencatatan kependudukan, perizinan, serta berbagai kebijakan pembangunan desa. Sistem administrasi yang tertata dengan baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan administrasi desa, salah satunya adalah tindak pidana penipuan administrasi yang dilakukan oleh perangkat desa. 
Administrasi desa merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Administrasi yang baik dan tertib akan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, berbagai kasus penyimpangan dalam administrasi desa masih sering terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling umum adalah tindak pidana penipuan administrasi desa, yang melibatkan perangkat desa sebagai pelaku.
Administrasi desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan desa yang mencakup pengelolaan keuangan, perizinan, pencatatan kependudukan, serta pelayanan publik lainnya. Agar administrasi desa berjalan dengan baik, diperlukan sistem yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh perangkat desa, termasuk tindak pidana penipuan administrasi desa yang berdampak pada kerugian negara dan masyarakat.[footnoteRef:12] [12:  Susanti, R Tata Kelola Administrasi Desa dan Implikasinya terhadap Pencegahan Korupsi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021..] 

Penipuan administrasi desa mengacu pada berbagai tindakan kecurangan yang dilakukan dalam sistem administrasi desa, baik dalam bentuk pemalsuan dokumen, manipulasi data, penggelapan dana, maupun penyalahgunaan wewenang. Tindak pidana ini dapat merugikan negara, menghambat pembangunan desa, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. [footnoteRef:13] [13:  Transparansi Internasional Indonesia, “Studi Kasus Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Desa,” 2022.] 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perangkat desa melakukan tindak pidana penipuan administrasi desa, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat meliputi kurangnya integritas dan moralitas perangkat desa, rendahnya pemahaman terhadap regulasi administrasi desa, serta adanya motif ekonomi dan kepentingan pribadi. Sementara itu, faktor eksternal bisa berupa lemahnya pengawasan dari masyarakat dan pemerintah, sistem birokrasi yang kompleks dan kurang transparan, serta minimnya sanksi yang tegas bagi pelaku.[footnoteRef:14] [14:  Kurniawan, B. “Integritas Aparatur Desa dalam Mengelola Keuangan Desa”. Jurnal Hukum & Pemerintahan,Vol.  10, No.1, 2022, Hlm 75.] 

Fenomena ini menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola pemerintahan desa, baik dari aspek moral, hukum, maupun sistem administrasi. Rendahnya tingkat pendidikan hukum, lemahnya pengawasan, serta adanya budaya permisif terhadap praktik-praktik tidak jujur turut menjadi faktor pemicu utama. Di sisi lain, keterbatasan sistem informasi dan kontrol digital juga memberi peluang bagi oknum perangkat desa untuk melakukan pelanggaran tanpa terdeteksi dalam waktu lama. 
Untuk menanggulangi permasalahan ini, diperlukan upaya pencegahan yang bersifat holistik dan berkesinambungan. Penegakan hukum yang tegas saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan pembenahan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. 
Maka dari itu, dalam bagian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen pelayanan publik administrasi desa oleh perangkat desa, serta upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.
Mengingat dampak yang ditimbulkan cukup serius, diperlukan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana penipuan administrasi desa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan administrasi desa, memperkuat sistem pengawasan baik dari internal maupun eksternal, serta menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku penyimpangan. 
Selain itu, pemberian pelatihan dan pembinaan kepada perangkat desa mengenai tata kelola administrasi yang baik dan benar juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan administrasi desa.[footnoteRef:15] [15:  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.] 

Dalam konteks hukum, tindak pidana penipuan administrasi desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai regulasi terkait tata kelola keuangan dan administrasi desa. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai bentuk tindak pidana penipuan administrasi desa yang dapat melibatkan perangkat desa sebagai pelaku agar dapat dilakukan upaya pencegahan dan penindakan secara efektif.
Tindak pidana penipuan administrasi desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan dokumen, manipulasi data penerima bantuan sosial, penggelapan dana desa, hingga penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi. Perbuatan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Akibatnya, pembangunan desa terhambat, kesejahteraan masyarakat menurun, dan praktik korupsi di tingkat desa semakin sulit diberantas[footnoteRef:16]. [16:  Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), “Laporan Sengketa Tanah Desa,” 2023.] 

Tindak pidana penipuan administrasi desa yang melibatkan perangkat desa merupakan masalah serius yang merugikan negara dan masyarakat. Penipuan semacam ini dapat mencakup manipulasi data atau dokumen administratif desa, penggelapan dana desa, serta penyalahgunaan wewenang. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan administrasi desa dapat ditelusuri dari berbagai aspek, baik dari sisi struktural pemerintahan desa, kondisi sosial-ekonomi, serta karakteristik pribadi dari perangkat desa itu sendiri.

[bookmark: _Toc210996874][bookmark: _Toc201057314]C. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen oleh Perangkat Desa
Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan administrasi desa oleh perangkat desa dan upaya pencegahannya.[footnoteRef:17] [17:   Suryana, Y. Korupsi di Pemerintahan Desa: Faktor Penyebab dan Solusi. Jakarta: Penerbit Mandiri. 2019.  ] 

1. Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas 
Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan administrasi desa adalah kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Ketika tidak ada sistem pengawasan yang kuat, perangkat desa dapat dengan mudah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pengawasan yang minim, baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah terkait, membuka celah bagi praktik penipuan administratif. 
Contoh, pengelolaan dana desa yang tidak diaudit secara transparan dapat memicu penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, perangkat desa bisa mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan atau pelayanan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 
Upaya Pencegahan, peningkatan pengawasan eksternal, seperti audit independen terhadap penggunaan dana desa dan laporan keuangan desa, sangat penting. Selain itu, pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas perangkat desa.[footnoteRef:18]  [18:  Syahruddin, M. Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.] 

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa 
Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan perangkat desa dalam hal administrasi dan keuangan dapat menyebabkan mereka tidak memahami sepenuhnya aturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini sering kali menjadi faktor pemicu terjadinya penipuan administrasi, karena perangkat desa yang tidak berpengalaman atau kurang terlatih bisa terjebak dalam manipulasi data atau pemalsuan dokumen. 
Contoh, perangkat desa yang tidak terlatih dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat bisa saja dengan sengaja atau tidak sengaja memalsukan data anggaran atau laporan keuangan desa untuk menutupi penyalahgunaan anggaran.
Upaya Pencegahan, melakukan pelatihan dan pembinaan secara rutin bagi perangkat desa mengenai pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan terkait administrasi desa akan sangat membantu perangkat desa dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik. 
3. Motivasi Ekonomi dan Kepentingan Pribadi 
Dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok bisa menjadi faktor penyebab tindak pidana penipuan administrasi desa. Ketika perangkat desa memiliki akses langsung terhadap dana desa atau data yang dapat dimanipulasi, mereka mungkin tergoda untuk menyalahgunakan posisi mereka demi keuntungan pribadi. Misalnya, penggelapan dana bantuan sosial atau penyelewengan dana untuk proyek pembangunan desa yang tidak sesuai dengan rencana. 
Contoh, seorang perangkat desa mungkin mengalihkan sebagian dana bantuan sosial untuk keluarga atau teman-temannya, atau mereka dapat memalsukan data penerima bantuan agar orang yang tidak berhak menerima dana tersebut. 
Upaya Pencegahan, meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa perangkat desa tidak memiliki kepentingan pribadi dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keuangan atau bantuan sosial. Penerapan sanksi yang tegas bagi perangkat desa yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dapat mengurangi niat jahat untuk melakukan penipuan. 
4. Ketidakjelasan Peraturan dan Sistem yang Rumit 
Ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan administrasi desa sering kali menyebabkan kebingungannya perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bisa menciptakan ruang bagi penipuan atau manipulasi administrasi karena perangkat desa mungkin merasa tidak ada aturan yang jelas atau sistem yang efektif untuk mengontrol pengelolaan administrasi desa. 
Contoh, tidak adanya pedoman yang jelas mengenai pengelolaan dana desa atau proses verifikasi data penerima bantuan sosial bisa membuat perangkat desa kebingungan dan akhirnya melakukan penipuan administratif untuk mempermudah tugas mereka. 
Upaya Pencegahan, penataan sistem administrasi desa yang lebih sederhana dan jelas sangat diperlukan untuk mempermudah perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Pembaruan peraturan yang lebih terstruktur dan mudah dipahami akan mengurangi potensi kesalahan administratif yang bisa berujung pada penipuan.[footnoteRef:19]  [19:  Putra, B. “Pencegahan Korupsi dan Penipuan dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Jurnal Administrasi Negara, Vol. 16, No. 3, 2020, Hlm. 15. ] 

5. Tingkat Integritas dan Etika yang Rendah 
Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan administrasi desa adalah rendahnya integritas dan etika dari perangkat desa. Ketika perangkat desa tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, mereka cenderung melanggar hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Contoh, seorang perangkat desa yang tidak memiliki integritas tinggi dapat terlibat dalam praktik penipuan seperti memalsukan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa untuk menutupi penyalahgunaan dana desa. 
Upaya Pencegaha, peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemberian contoh dari atasan dan pemimpin desa. Program anti-korupsi yang melibatkan perangkat desa untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga integritas dalam pemerintahan desa juga dapat menjadi upaya efektif.

[bookmark: _Toc210996875][bookmark: _Toc201057315]D. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen oleh Perangkat Desa
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai dasar dalam setiap aspek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi tolok ukur utama dalam menjamin hak-hak masyarakat, menjaga kepercayaan publik, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara, termasuk oleh perangkat desa. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan publik, penyelenggaraan pembangunan, dan pengelolaan administrasi masyarakat. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan desa merupakan suatu keharusan. 
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih sering terjadi praktik-praktik penyimpangan yang dilakukan oleh oknum perangkat desa, salah satunya berupa tindak pidana pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen oleh perangkat desa merupakan bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius karena tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang menjadi korban langsung dari tindakan tersebut.[footnoteRef:20] Dokumen-dokumen yang dipalsukan bisa beragam bentuknya, mulai dari surat keterangan kepemilikan tanah, surat pengantar administrasi, hingga dokumen pengelolaan keuangan desa. Tindakan ini bukan saja menimbulkan kerugian materil dan immateril, namun juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan di tingkat desa.[footnoteRef:21] [20:  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12]  [21:  Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 51.] 

Tindak pidana pemalsuan dokumen oleh perangkat desa umumnya dilakukan dengan berbagai motif, antara lain untuk memperoleh keuntungan pribadi, mempermudah prosedur birokrasi secara ilegal, menutupi kesalahan administrasi, atau bahkan sebagai alat untuk menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam konteks ini, perangkat desa sebagai pejabat publik yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru berbalik menjadi aktor yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pemalsuan dokumen oleh perangkat desa tidak hanya merupakan pelanggaran etik, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
Upaya pencegahan terhadap tindak pidana ini menjadi sangat penting dan mendesak, mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap stabilitas sosial dan tata kelola pemerintahan desa. Pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif dan sistemik, mulai dari pembenahan sistem administrasi desa, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur desa, penguatan pengawasan internal dan eksternal, hingga edukasi hukum bagi masyarakat agar mereka turut serta dalam mengontrol jalannya pemerintahan desa. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen dan pelayanan publik juga menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi celah terjadinya pemalsuan.
Dalam konteks hukum pidana, pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana yang diatur secara jelas dalam KUHP, khususnya pada Pasal 263 hingga 276. Pasal-pasal ini mengatur jenis-jenis pemalsuan, ancaman hukuman, serta bentuk tanggung jawab pidana pelaku. Namun dalam implementasinya, sering kali penegakan hukum terhadap perangkat desa yang melakukan pemalsuan dokumen mengalami kendala, baik dari sisi pembuktian, intervensi pihak-pihak tertentu, hingga lemahnya sistem pengawasan dan penegakan disiplin. Oleh karena itu, kajian mengenai upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen oleh perangkat desa menjadi sangat relevan dan strategis untuk dilakukan.[footnoteRef:22] [22:  Nur Rochmah, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2 (2020): 203] 

Untuk mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen di tingkat desa, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan, antara lain: [footnoteRef:23] [23:  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pedoman Umum Sistem Informasi Desa. 2021] 


a. Penguatan Sistem Administrasi Digital dan Transparansi: Pemerintah dapat mendorong digitalisasi pelayanan publik desa, seperti penggunaan sistem informasi desa (SID) yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional. Sistem ini dapat mengurangi peluang manipulasi data dan meningkatkan transparansi
b. Peningkatan Kapasitas dan Etika Aparatur Desa: Melalui pelatihan rutin, sosialisasi hukum, serta penyuluhan etika pemerintahan, perangkat desa akan lebih sadar terhadap tanggung jawab dan risiko hukum dari penyalahgunaan wewenang6. 
c. Penerapan Sanksi Tegas dan Penegakan Hukum Konsisten: Hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas tanpa pandang bulu. Hukuman bagi pelaku pemalsuan dokumen harus memberikan efek jera serta menjadi pelajaran bagi desa lain. 
d. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan: Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam mengawasi pelayanan publik desa melalui forum musyawarah desa atau aplikasi pengaduan berbasis digital.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Administrasi Desa Meningkatkan Pengawasan Internal dan Eksternal Pengawasan yang ketat dan transparan sangat penting untuk mencegah penipuan administrasi desa. Pengawasan internal dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dilakukan secara teratur. Selain itu, pengawasan eksternal melalui audit yang dilakukan oleh pihak independen atau instansi terkait juga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa. 
Pemberdayaan Masyarakat untuk Terlibat dalam Pengawasan Masyarakat desa harus dilibatkan dalam proses pengawasan dan pengelolaan administrasi desa. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melibatkan warga dalam Musyawarah Desa atau forum-forum pengawasan lainnya. 
Keterlibatan masyarakat akan menciptakan transparansi dan mengurangi potensi terjadinya penipuan. Penyuluhan dan Pelatihan Rutin Sebagai upaya pencegahan, perangkat desa perlu diberikan pelatihan secara rutin mengenai etika administrasi, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perangkat desa dapat mengelola administrasi desa dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Penerapan Sanksi yang Tegas Penerapan sanksi yang tegas terhadap perangkat desa yang terbukti melakukan penipuan administrasi desa dapat memberikan efek jera. Sanksi bisa berupa sanksi administratif, seperti pemberhentian dari jabatan, atau sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini akan memberikan peringatan bagi perangkat desa lainnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang. 
Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan administrasi desa, serta memberikan pelatihan kepada perangkat desa agar lebih memahami aturan hukum yang berlaku. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah desa juga dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah praktik penipuan administrasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem administrasi desa dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
